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BAB V  

PENUTUP 

5.1  KESIMPULAN 

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana 

atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Yang 

Mengakibatkan Kerugian Negara, dapat di simpulkan bahwa: 

1. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan pegawai negeri bukan bendahara atau 

pejabat lain yang mengakibatkan kerugian negara bisa dikenakan kepada pelaku 

dengan menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana, hukum 

perdata, maupun hukum administrasi negara. Pertanggungjawaban melalui 

hukum pidana ini bisa dilakukan dengan menuntut secara pidana umum maupun 

pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi. Adapun mengenai 

pertanggungjawaban hukum perdata dilakukan bila dalam prosedur mengganti 

kerugian negara, telah dibuat kesepakatan dalam bentuk ikatan janji berupa surat 

keterangan tanggung jawab mutlak dalam melakukan pembayaran mengganti 

kerugian negara. sehingga negara melalui Jaksa Pengacara Negara bisa menuntut 

secara keperdataan bila yang bersangkutan tidak memenuhi kesepakatan yang 

telah dibuat. Pertanggungjawaban administrasi bisa dikenakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Hak dalam menetapkan sanksi administrasi berada di 

tangan presiden, sedangkan sanksi administrasi maksimal yang bisa diterapkan 

yakni pemecatan secara tidak terhormat. 
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2. Adapun Pertanggungjawaban pidana yang bisa diterapkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian 

Negara/daerah tidak tercantum secara spesifik di dalam isi aturan tersebut. Hal 

ini dikarenakan berdasarkan Pasal 15 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

aturan yang bisa memuat materi muatan tuntutan pidana yakni hanyalah Undang-

Undang dan Peraturan Daerah. Hal ini berlandaskan pada asas no punish without 

representative  yang memiliki makna bahwa pencantuman rumusan norma sanksi 

pidana hanya diperbolehkan apabila telah dilakukan persetujuan dengan rakyat 

melalui perwakilannya, yakni persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 

(selanjutnya disebut “DPR”) yang menghasilkan undang-undang, dan persetujuan 

dari Gubernur dan/atau bupati dan/atau walikota yang menghasilkan Perda. 

Meski demikian, di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2016 secara 

implisit menyebutkan bahwa proses tuntutan tata cara ganti kerugian negara yang 

dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya tetap 

bisa dikenakan sanksi pidana dan pengenaan sanksi pidana tersebut tidak 

menggugurkan seseorang dari kewajibannya dalam mengganti kerugian negara.  

5.2  SARAN 

Adapun saran yang bisa peneliti kemukakan yakni: 

1. Kepada penegak hukum perlu untuk memprioritaskan penuntutan pertanggung 

jawaban pidana kepada pegawai sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang 
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telah melakukan tindakan kerugian Negara. Hal ini untuk memberikan efek jera 

dalam pemberian sanksi selain tuntutan ganti rugi kerugian Negara. 

2. Kepada pemangku kebijakan, Perlu adanya aturan turunan yang mengatur lebih 

mendetail lagi mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap perbuatan yang 

menyebabkan kerugian negara. Sebab sejauh ini aturan penuntutan pidana masih 

lebih spesifik ke pemidanaan kasus korupsi. Hal ini menyebabkan 

pertanggungjawaban pidana yang bisa dikenakan dalam penyelesaian ganti 

kerugian negara sifatnya hanyalah pilihan.  
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